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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
KEMISKINAN DI KABUPATEN WAJO PERIODE 2006-2012 
Munawiruddin 
Sanusi Fattah 
Ilham Tajuddin 
Penelitian ini bertujuan mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh 
laju inflasi, tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 
pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Wajo. 
Hasil dari penelitian dengan menggunakan model regresi linear berganda 
menunjukkan bahwa laju inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. Tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 
pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. 
Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi, Tingkat Kesempatan Kerja, 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS  OF FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF POVERTY IN 
WAJO REGENCY PERIOD 2006-2012 
Munawiruddin 
Sanusi Fattah 
Ilham Tajuddin 
This study aims to measure and analyze how much effect the rate of inflation, the 
level of employment, economic growth and government expenditure on poverty 
rate in Wajo regency. 
The result of studies using multiple regression models indicate that inflation rate 
does not significantly affect the level of poverty. Employment rate, economic 
growth and government expenditure significant and negative effect on poverty 
rate in Wajo regency. 
Keywords: poverty rate, inflation rate, employment rate, economic growth and 
government expenditure. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 
mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 
kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai 
keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. 
(Adit Agus, 2010).  
Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena 
kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi 
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan 
dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga 
berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang 
dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta 
tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. 
Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan 
gambaran tentang kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya perubahan 
terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan 
penduduk (Indikator Kesejahteraan Sul-Sel, 2010). 
Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari 
masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah 
lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan 
kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara 
terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Bappenas, 2011). 
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Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), pembangunan harus 
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan 
masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang 
telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh 
karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional 
adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan 
jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi 
atau instrument pembangunan 
Permasalahan kemiskinan di kabupaten Wajo yaitu masih tingginya angka 
kemiskinan. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, 
terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan 
masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar 
sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Bappeda Wajo, 2010). 
Grafik 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan 
Kabupaten Wajo 
 
Sumber : BPS Sul-Sel (diolah) 
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Keberhasilan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi 
kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang 
masih relatif tinggi. Pada grafik 1.1 menunjukkan perbandingan persentase 
tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan dengan kabupaten Wajo. 
Penurunan tingkat kemiskinan di Sul-Sel sejalan dengan penurunan tingkat 
kemiskinan di kab. Wajo. Tingkat kemiskinan tertinggi di Sul-Sel terjadi pada 
tahun 2002 yaitu sebesar 14,71 persen dan yang terkecil terjadi pada tahun 2011 
yaitu 11,40 persen. 
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Wajo 
 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan (diolah) 
Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di kab. Wajo telah 
memperlihatkan pengaruh yang positif. Grafik 1.2 menunjukkan jumlah penduduk 
miskin di kab. Wajo yang mengalami kecenderungan menurun meskipun pada 
tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan drastis. Pada tahun 2002 tingkat 
kemiskinan sebesar 11,05 persen dan turun menjadi 10,78 persen pada tahun 
2003,  jumlah penduduk miskin pun mengalami penurunan yaitu dari 40.120 jiwa 
menjadi 39.350 jiwa. Selanjutnya turun 35.500 jiwa pada tahun 2004 dan naik 
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persen pada tahun 2004 dan 9,95 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 
mengalami kenaikan drastis pada  jumlah penduduk miskin menjadi 43.261 jiwa 
atau 11,57 persen dari jumlah penduduk di kab. Wajo. Tiga tahun berikutnya 
mengalami kecenderungan menurun pada persentase tingkat kemiskinan yaitu 
masing-masing 11,36 persen, 10,16 persen, dan 8,83 persen. Pada tahun 2010 
sedikit mengalami kenaikan menjadi 8,96 persen dan turun pada tahun 2011 
menjadi 8,09 persen. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin turun dari 
34.501 jiwa di tahun 2010 turun menjadi 31.405 jiwa pada tahun 2011. 
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 
inflasi. Bila dikaitkan dengan kemiskinan maka laju inflasi yang meningkat pada 
gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan. Akibat dari 
peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah 
penduduk miskin bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan 
pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan 
rendah (Suparmono, 2004). 
Kesempatan kerja bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang 
dijamin oleh Undang–Undang Dasar Negara kita, khususnya dalam pasal 27 ayat 
2 yang berbunyi : “Tiap–tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak“. Demikian pula dalam GBHN/TAP MPR IV/1978, 
manusia Indonesia atau penduduk disebut modal dasar, di samping tujuan modal 
dasar lainnya, dengan catatan: “apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai 
tenaga kerja yang efektif“, jadi jelaslah kiranya jumlah penduduk yang sangat 
besar, bukan menjadi modal dasar bahkan akan menjadi beban nasional yang 
merawankan ketahanan nasional atau mengganggu stabilitas nasional, jikalau 
tidak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang efektif, artinya memperoleh 
kesempatan kerja.  
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Kesempatan kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (Human 
Basic Needs) yang tidak ada bedanya dengan sandang, pangan, dan papan 
serta juga merupakan salah satu indikataor ekonomi yang dipergunakan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan perekonomian suatu daerah. Yang mana 
kesempatan kerja dapat memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat suatu 
negara dalam membangun perekonomiannya. Selain itu, indikator ini dapat 
digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan 
kebijakan ekonominya (Bappenas, 2010). 
World Bank dalam Laporan Monitoring Global tahun 2005 menjelaskan 
bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran sentral dalam upaya 
menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global. Bisa 
dikatakan bahwa pengurangan penduduk miskin tidak mungkin dilakukan jika 
ekonomi tidak berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam 
mengatasi persoalan kemiskinan. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri 
sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi 
faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 
menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan 
oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknoogi, institusional 
(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada 
(Todaro, 2004 ) 
Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap 
pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan 
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besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program 
tersebut. Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula 
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan 
untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan 
saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam 
arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara 
umum (Tambunan, 2001). 
Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik 
yang penting, di antara semua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas 
pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam 
kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi 
pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan 
berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan 
(Tambunan, 2001). 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di kab. Wajo terjadi fenomena 
besarnya tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini akan melihat faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kab. Wajo. Oleh karena itu 
penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wajo Periode 2006-2012”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
- Bagaimana pengaruh laju inflasi  terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten 
Wajo? 
- Bagaimana pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan 
di kabupaten Wajo? 
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- Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 
kabupaten Wajo? 
- Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 
di kabupaten Wajo? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 
Wajo. 
2. Menganalisis pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Wajo. 
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 
Kabupaten Wajo. 
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 
di Kabupaten Wajo. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Pengambil kebijakan 
Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu 
untuk mengatasi masalah kemiskinan. 
2. Ilmu Pengetahuan 
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 
ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 
pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan 
dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Kemiskinan 
Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber 
daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 
kesejahteraan sekelompok orang. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan 
sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, 
tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB 
didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala 
macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti 
tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa 
dihormati seperti orang lain. Menurut World Bank (2001), dalam definisi 
kemiskinan adalah: 
”The denial of choice and opportunities most basic for human development to 
lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living 
freedom, self esteem and the respect of other”. 
Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang 
oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah 
negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya 
penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam 
pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan 
negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang 
dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju 
pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi 
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udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi 
kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, 
pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali 
pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Criswardani Suryawati, 
2005). 
2.1.1.1 Indikator Kemiskinan 
Indikator kemiskinan ada bermacam–macam yakni konsumsi beras 
perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik 
minimum dan tingkat kesejahtraan (Arsyad, 2004). 
Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk 
miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka 
kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi 
(konsumsi/kapita). Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan 
di atas yang di kutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut : 
(1)Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan 
dan papan, (2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 
(kesehatan,pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), (3) Tidak adanya 
jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), 
(4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok, 
(5)Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya 
alam, (6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat, (7) Tidak 
adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang 
berkesinambungan, (8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik 
maupun mental, dan (9) Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak 
terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok 
marginal dan terpencil). 
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Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), penduduk dikatakan sangat 
miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya 
mencapai 1.900 kalori per orang plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara 
Rp 120.000,00 per orang per bulan. 
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda–beda, ini 
disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Dalam 
penelitian ini indikator kemiskinan yang digunakan yaitu indikator yang sama 
dengan BPS, yaitu menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang 
dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan 
dan bukan makanan (BPS, 2002). 
2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan 
Ukuran kemiskinan menurut Chriswardani Suryawati, (2005) secara 
sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga,yaitu: 
(1)Kemiskinan Absolut, apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis 
kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. 
Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan 
perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep 
kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan 
minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan 
saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi 
lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan 
barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 
(2)Kemiskinan Relatif , apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, 
tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat 
sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami 
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perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan 
ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari 
aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara 
tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin 
besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 
(3)Kemiskinan Kultural, apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat 
tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada 
usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang 
tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau 
memperbaiki kondisinya. 
Ukuran menurut World Bank (2008) menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya 
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks 
tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per 
orang per hari.  
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis 
kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 
Rp7.057 per orang per hari yang berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang 
mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum 
makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Untuk 
pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk 
perumahan, pendidikan, dan kesehatan.  
2.1.1.3 Teori Kemiskinan 
Menurut Sharp (Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab 
kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul 
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karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan 
distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki 
sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul 
akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya 
manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya 
upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya 
pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. 
Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. 
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Mudjarad Kuncoro (2006) 
Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi 
penawaran (supply) dan permintaan (demand). Segi penawaran menjelaskan 
bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas 
rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. 
Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat 
pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal 
dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya. 
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Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin 
rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas 
pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat 
yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai 
akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan 
modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan 
modal. Begitu seterusnya (Mudjarad Kuncoro, 2006). 
2.1.2 Inflasi 
Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-
harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu.  
2.1.2.1 Jenis-Jenis Inflasi 
Inflasi dapat digolongkan sebagai berikut (Samuelson dalam Nurfitri Yanti, 
2011: 30): 
2.1.2.1.1 Penggolongan berdasarkan sifatnya: 
a. Inflasi ringan (< 10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga  
berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam 
jangka waktu yang relatif, 
b. Inflasi sedang (10%-30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga 
yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap 
perekonomian. 
c. Inflasi berat (30%-100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga 
yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang 
relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-
harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan 
sebelumnya.  
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d. Hiperinflasi (>100% setahun), dimana inflasi ini paling parah 
akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, 
nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. 
Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul 
oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak 
uang. 
2.1.2.1.2 Berdasarkan sebab terjadinya:  
a. Demand Pull Inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan 
masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. Demand pull 
inflation terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi 
perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi 
produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh. Kondisi produksi 
telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan 
tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya 
mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan 
permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan 
inflationary gap yang menyebabkan inflasi. 
b. Cost Push Inflation, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya 
produksi. Pada Cost Push Inflation tingkat penawaran lebih rendah 
dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor 
produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai 
pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena 
adanya kenaikan biaya produksi. 
c. Mixed Inflation, yaitu gejala kombinasi antara unsur inflasi yang 
disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. 
15 
 
Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, 
yaitu kombinasi dari kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, 
dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain. 
2.1.2.2 Teori Inflasi 
2.2.2.3.1  Teori Kuantitas 
Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa 
terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal 
maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang 
menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak 
ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Inti 
yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang 
beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-
harga di masa yang akan datang (Mankiw, 1996). 
2.2.2.3.2 Teori Keynes 
Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan  pendapatan di 
antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih 
besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Kelompok-
kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta 
atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau 
upah, hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang 
pada akibatnya akan menaikkan harga (Mankiw, 1996). 
2.2.2.3.3 Teori Strukturalis 
Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena 
menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, 
khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena 
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sebab-sebab struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat 
dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran 
(supply) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat,  sehingga harga 
barang dan jasa meningkat. Teori inflasi yang sering digunakan dan cukup 
terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi 
sangat dipengaruhi jumlah uang yang beredar. Dalam kenyataannya 
memang jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi 
(Mankiw, 1996). 
Secara garis besar inflasi ditandai dengan kenaikan harga-harga barang 
secara umum. Apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode 
tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik 
bila masyarakat tingkat upahnya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan 
harga barang- barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi 
kebutuhan, karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak 
dapat memenuhi kebutuhan primernya (Mankiw, 1996). 
2.1.2.2 Pengaruh Inflasi 
Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam 2 aspek yaitu (Mankiw, 1996) : 
a. Akibatnya terhadap perekonomian:  
1) Inflasi menggalakkan spekulasi penanaman modal. 
2) Tingkat bunga meningkat dan akan mengurang investasi. 
3) Terjadi defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan 
besarnya utang luar negeri. 
b.  Akibatnya kepada individu dan masyarakat. 
1) Memperburuk distribusi pendapatan. 
2) Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot. 
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2.1.3 Kesempatan Kerja 
Kesempatan kerja identik dengan Sasaran Pembangunan Nasional, 
khususnya pembangunan ekonomi. Oleh karena kesempatan kerja merupakan 
sumber pendapatan bagi mereka yang memperoleh kesempatan kerja, di 
samping merupakan sumber dari peningkatan Pendapatan Nasional, melalui 
peningkatan Produk Nasional Bruto. Oleh karena itulah dalam GBHN pun 
disebutkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional di samping meningkatkan 
produksi nasional, maka pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula 
pertumbuhan lapangan pekerjaan, oleh karena kesempatan kerja bukan saja 
memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mangadung nilai kemanusiaan dengan 
menumbuhkan rasa harga diri, sehingga memberikan isi kepada asas 
kemanusian (Sumarsono, 2003). 
Menurut Sumarsono (2003) kesempatan kerja dapat diartikan sebagai 
permintaan tenaga kerja (demand for labor) yaitu suatu keadaan yang 
menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para penawar 
kerja (pencari kerja). Pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi serta 
keterbatasan kesempatan kerja akan mengakibatkan semakin meningkatnya 
tingkat pengangguran.  
Secara konsisten pertumbuhan angkatan kerja masih selalu lebih besar jika 
dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Disamping itu angkatan kerja 
yang termasuk setengah pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini menandakan 
bahwa produktivitas para tenaga kerja tersebut belum optimal. Dimana 
kesempatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang 
bekerja terhadap angkatan kerja (Sumarsono, 2003). 
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2.1.3.1 Teori Ketenagakerjaan 
2.1.3.1.1 Teori Klasik Adam Smith 
Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah 
sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. 
Alasannya, alam (tanah) tidakada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia 
yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini 
teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya 
manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi 
tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar 
ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif 
merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. 
2.1.3.1.2 Teori Malthus 
Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap 
sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-
pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles 
of Population. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa 
meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua 
pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa 
kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari 
pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang 
masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor 
produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk 
pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, 
pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus 
manusia berkembang jauh labih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil 
pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya 
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bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga 
perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut 
Malthus sebagai pembatasan moral. 
2.1.3.1.3 Teori Keynes 
Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan 
mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi 
keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan 
secara penuh (full employed). Dengan demikian di bawah sistem yang 
didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada 
yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka 
mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan 
untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan 
untuk memperkerjakan mereka lebih banyak (Suparmoko, 2003). 
Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah 
satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada 
mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa 
perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja 
penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan 
pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat 
kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja 
dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan maka boleh jadi 
tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian 
anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang 
pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan 
berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya 
harga-harga (Suparmoko, 2003). 
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Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja 
(marginal value of productivity of labor), yang dijadikan sebagai patokan oleh 
pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan 
dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya 
turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja 
lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau 
harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga 
kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi 
semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas (Mulyadi, 
2003). 
2.1.3.1.4 Teori Harrod-Domar 
Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini 
dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga 
memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model 
pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat 
meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam 
model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan 
per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga 
dikemukakan oleh model Solow di mana dalam model ini dipakai suatu fungsi 
produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris 
dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah 
diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar 
pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat 
substitusi antara modal fisik dan pekerja. 
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2.1.3.1.5 Teori Ester Boserup 
Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan 
dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan 
meningkatnya output di sektor pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa 
pertambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada 
tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih 
dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. 
Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya 
dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru 
mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru (Mulyadi, 2003).    
Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan yang mendominasi 
sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan 
pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau 
supply-side economics, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk 
meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini 
menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat 
pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimumkan penyerapan tenaga kerja, 
untuk memaksimumkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara 
memaksimumkan tingkat tabungan dan investasi. 
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk 
mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, 
pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa 
perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan 
produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut 
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biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu 
negara dalam periode tertentu (Todaro,2003).  
Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung 
pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam 
tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan 
mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan 
oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka 
PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, 
pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya 
dijelaskan sebagai berikut :  
1. Menurut Pendekatan Produksi  
PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu 
tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 
dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, 
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, 
Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, 
Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.  
2. Menurut Pendekatan Pendapatan  
PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang 
ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas 
jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 
keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. 
Dalam definisi ini PDRB mencangkup juga penyusutan neto. Jumlah semua  
komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. 
Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.  
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3. Menurut Pendekatan Pengeluaran  
PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: 
a)Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari 
untung, b) Konsumsi pemerintah, c) Pembentukan modal tetap domestik bruto, 
d)Perubahan stok dan e) Ekspor netto.  
Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional 
lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada 
peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. 
Menurut Todaro dan Smith (2006), ada tiga faktor utama dalam 
pertumbuhan ekonomi, yaitu :  
1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah 
(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). 
Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di 
tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk 
memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai 
dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas 
sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. 
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas 
modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang 
sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus 
bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan 
pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik 
dan sumber daya manusia yang terampil.  
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan 
hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor force) 
secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang 
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pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin 
produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan 
meningkatkan potensi pasar domestiknya.  
3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-
cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-
pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni: (a) kemajuan 
teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi 
pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama, (b)kemajuan teknologi 
yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital 
saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga 
kerja atau input modal yang sama, dan (c) kemajuan teknologi yang 
meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan 
kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.  
Gambar 2.2 Kurva Kuznet 
Sumber : Todaro, 2003 
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Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, 
distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi 
pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi 
peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan 
dalam kurva Kuznets gambar 2.2 menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada 
korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas 
pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi 
yang negatif. 
Menurut Kuznet (dikutip dari Tambunan, 2001), pertumbuhan dan 
kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal 
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 
mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 
berkurang. 
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah 
2.1.5.1 Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian  
Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula 
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan 
untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan 
saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam 
arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara 
umum. Fungsi dan peran pemerintah dalam dewasa ini dapat dikelompokkan 
dalam tiga fungsi yaitu (Sadono Sukirno, 2004):   
1) Fungsi alokasi. Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan di 
jual di pasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada 
barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar, barang dan jasa 
itu dikenal dengan nama barang dan jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat 
26 
 
disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Barang dan 
jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat dan 
mengetahui barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan 
jasa yang disediakan oleh swasta. Proses pengalokasian barang-barang publik 
bukanlah hal yang mudah karena keterbatasan anggaran. Oleh karena Itu 
diperlukan pemerintah yang kredibel yang mampu mengambil kebijakan-
kebijakan yang tepat. Prinsip yang dianut adalah efisiensi (Pareto Optimal) di 
satu sisi dan pertimbangan keadilan di sisi lain. Seringkali pengambilan kebijakan 
ini merupakan trade off artinya seringkali ada pihak-pihak yang dikorbankan. 
Karena prinsip alokasi yang Pareto Optimal seseorang tidak bisa menjadi better 
off tanpa membuat orang lain worse off. Apabila Pareto Optimal artinya tidak bisa 
dicapai policy maker, harus berupaya mencari Pareto Improvment, yaitu upaya 
melakukan perubahan alokasi sehingga membuat seseorang better off dan 
dampak korbannya lebih kecil dari manfaat yang diperoleh.  
2) Fungsi distribusi. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan 
pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera, oleh karena itu 
pemerintah harus campur tangan, melalui manuver kebijakan fiskal, redistribusi 
income diimplementasikan secara langsung melalui 1.) skema Tax Transfer, 
merupakan kombinasi pajak progresif dari yang berpendapatan tinggi dengan 
subsidi kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah, 2.) Pajak Progresif 
digunakan untuk membiayai pelayanan publik, misalnya bantuan perumahan 
bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, 3.) Kombinasi antara pajak barang 
mewah bagi konsumen berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi konsumen 
berpendapatan rendah.  
3) Fungsi stabilisasi. Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal tertentu perlu 
mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, 
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stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat pertumbuhan 
yang memadai. Adapun instrumen yang dipakai berupa pengeluaran pemerintah 
yang ekspansif (anggaran defisit). Penerimaan pemerintah dari pajak harus 
dilaksanakan secara hati-hati karena akan menyebabkan pendapatan riil makin 
rendah atau harga barang makin mahal (Sadono Sukirno, 2004). 
2.1.5.2 Konsep Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh 
pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk 
menyediakan faslitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk 
menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan 
pengeluaran untuk mengembangkan infrastuktur dibuat untuk kepentingan 
masyarakat. (Sadono Sukirno, 2004) 
Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua 
golongan utama yaitu pengeluaran pengunaan pemerintah atas konsumsi 
pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah adalah pembelian 
barang dan jasa yang akan dikonsumsikan seperti membayar gaji, membeli alat-
alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untui kendaraan operasional 
pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun 
prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, 
beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai 
pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran tersebut 
untuk membeli barang dan jasa. (Sadono Sukirno, 2004) 
Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam 
pengeluaran rutin sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam 
pengeluaran pembangunan. Jumlah pengeluran pemerintah yang akan dilakukan 
dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor yaitu: (1) Jumlah 
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pajak yang diramalkan, (2) Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, dan 
(3) Stabilitas kondisi politik (Sadono Sukirno,2004). 
2.1.5.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah  
 Menurut Suparmoko (1996) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari 
berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai 
berikut: a) pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah 
kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, b) pengeluaran 
pemeritah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, c)Pengeluaran 
pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang dan d)Pengeluaran 
pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak 
dan penyebaran daya beli yang lebih luas. Oleh karena itu pengeluran 
pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu sebagai berikut:  
a) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya 
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat 
yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya, 
pengeluaran untuk jasa negara pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan 
pemerintah atau untuk proyek–proyek produktif barang ekspor. 
b) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan 
ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan 
sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikan penerimaan 
pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga 
timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
c) Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu 
pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan 
masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan 
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sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam 
kaitannya jasa-jasa tadi. 
d) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan 
pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun 
pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik. 
e) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. 
Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak 
dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di  
masa yang akan datang pasti akan lebih besar. 
Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam 
klasifikasi sebagai berikut (Suparmoko,1994): 
a) Pembedaan antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau 
Belanja Pembangunan. 
- Belanja Rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan 
pemerintah sehari-hari. Belanja rutin terdiri atas: 
(1) Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai 
termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan. 
(2) Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang 
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. 
(3) Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar 
milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik. 
(4) Belanja Perjalanan, yaitu biaya perjalanan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintah. 
- Belanja Pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik 
pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik-spiritual. 
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b) Pembedaan antara Current Account atau Current Expenditure dengan 
Capital Expenditure atau Capital Account. 
- Current Expenditure atau Current Budget (anggaran rutin), yaitu 
anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk 
belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan. 
- Capital Expenditure atau Capital Budget (belanja pembangunan) yaitu 
rencana untuk pembelian capital (tetap). 
c) Pembedaan Obligatory Expenditure dengan Optional Expenditure, antara 
Real Expenditure dengan Transfer Expenditure dan antara Liquidated 
Expenditure dengan Cash Expenditure. 
- Obligatory Expenditure atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang 
bersifat wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan agar 
efektivitas pelaksaan dapat terselengara dengan baik. 
- Optional Expenditure atau Pengeluaran Opsional adalah pengeluaran yang 
dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan.  
- Real Expenditure atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk 
pembelian barang dan jasa. 
- Transfer Expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan 
mendapatkan barang dan jasa, jadi tidak ada direct quid quo. 
- Liquidated Expenditure adalah pengeluaran pemerintah yang sudah diajukan 
dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Semula dalam RAPBN/RAPBD setelah 
mendapatkan pengesahan menjadi APBN/APBD. 
- Cash Expenditure adalah pengeluaran yang telah sungguh-sungguh 
dilaksanakan berupa pembayaran-pembayaran konkrit. 
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2.1.5.3 Teori Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh 
pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk 
membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang 
harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno, 1993). Dasar 
teori pengeluaran pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan 
nasional (Y=C+I+G+(X-M)) dimana Y mengambarkan pendapatan nasional 
sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada 
persamaan C+I+G+(X-M) dimana G merupakan pengeluran pemerintah yang 
merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. 
Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau 
menurunkan pendapatan nasional. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan 
akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus 
memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena 
kebijaksanaan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan 
perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan swasta. 
Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam setiap hajat hidup 
masyarakat Indonesia perlu melakukan kajian yang mendalam dalam setiap 
kebijakannya agar setiap output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat 
sasaran dan memberikan pengaruh nyata terhadap masyarakat. Kebijakan yang 
tidak tepat sasaran melalui kebijakan alokasi dana tiap sektor yang menyangkut 
kebutuhan masyarakat luas seharusnya perlu diberikan porsi lebih dalam alokasi 
anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah menyangkut sektor pendidikan, 
kesehatan, kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh diantaranya yang perlu 
diberikan perhatian lebih, hal ini dikarenakan pada sektor – sektor tersebutlah 
masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan 
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pemerintah yang diambil. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah 
bahwa sektor – sektor tersebut dapat menjadi acuan dan gambaran dari 
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini bukanlah 
pertumbuhan ekonomi secara statistik saja, namun pertumbuhan ekonomi yang 
juga memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi yang berlangsung di Indonesia selama ini tidak menyentuh secara 
langsung ke lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah, karena pertumbuhan 
ekonomi yang secara statistik diungkapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan 
gambaran secara langsung kondisi sosial dalam masyarakat. Di tengah 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu dalam angka positif terdapat tingkat 
pengangguran yang tidak berkurang secara signifikan demikian pula pada sektor 
yang menyangkut kebutuhan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan 
kesejahteraan sosial yang masih belum memadai, hal ini dikarenakan 
pertumbuhan ekonomi hanya dipacu oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga 
(Dumairy, 1996). 
2.2 Hubungan Variabel 
2.2.1 Hubungan antara Inflasi dengan Kemiskinan 
Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum (Phutong dalam 
Nurfitri Yanti, 2011), apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode 
tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila 
masyarakat tingkat upahnya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga 
barang- barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, 
karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi 
kebutuhan primernya. 
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2.2.2 Hubungan antara Kesempatan Kerja dengan Kemiskinan 
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan 
kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus 
diimbangi  dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan 
demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Banyak sedikitnya 
jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan 
jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan 
menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula . Angkatan kerja yang banyak 
tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga 
mengurangi tingkat kemiskinan (Tambunan, 2001). 
Jumlah pengangguran menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk 
miskin. Dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur tidak 
memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi terciptanya 
kemiskinan. Dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi maka akan 
memberikan gambaran bahwa banyaknya orang yang bekerja dalam suatu 
daerah dan mengurangi angka pengangguran sehingga mengurangi tingkat 
kemiskinan di suatu  daerah (Lincolin Arsyad, 1999). 
2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan 
Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 
PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. 
Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi 
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar 
kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga 
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menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah 
tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak 
rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang 
paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.   
Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi 
mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat 
pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun 
yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu 
pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati 
hasilnya. 
Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan 
mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses 
pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 
mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 
berkurang. 
2.2.4 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994). 
Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan 
dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai 
bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran 
pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan 
kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap 
memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan 
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pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber 
pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus 
dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004).  
2.3 Studi Empiris   
Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo (2010)  tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 
terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum berpengaruh negatif 
terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan variable pengangguran memberikan pengaruh 
positif terhadap tingkat kemiskinan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) tentang Pengaruh 
ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004. 
Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa variabel ketidakmerataan distribusi 
pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, 
sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat 
kemiskinan. 
Yani Mulyaningsih (2008), melakukan studi mengenai Pengaruh Pengeluaran 
Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan 
Pengurangan Kemiskinan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan 
manusia yang diproxy dari indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi 
penting dalam pembangunan dan pengurangan kemiskinan yaitu terkait dengan 
aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup 
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sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan 
mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup.  
Penelitian  yang dilakukan oleh Imelia (2012) meneliti tentang pengaruh 
inflasi terhadap kemiskinan di propinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder periode 1993-2007 yang meliputi data laju inflasi 
propinsi Jambi dan data jumlah dan persentase penduduk miskin di propinsi 
Jambi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu 
model analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
selama periode 1993-2007 variabel laju inflasi ternyata tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel kemiskinan di propinsi Jambi.  
2.4 Kerangka Pikir 
Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 
memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka 
pemikiran yang skematis: 
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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2.5 Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab  
permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji 
secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, 
maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Diduga variabel inflasi berpengaruh postif terhadap tingkat kemiskinan di 
Kab. Wajo. 
2. Diduga variabel kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kemiskinan di Kab. Wajo. 
3. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kemiskinan di Kab. Wajo. 
4. Diduga variabel pengeluran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kemiskinan di Kab. Wajo. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
4.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan khususnya kabupaten 
Wajo. 
4.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Time Series dari 
tahun 2002-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun 
dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. 
Adapun sumber data tersebut diatas diperoleh dari: 
1. Data tingkat kemiskinan Kab. Wajo tahun 1992 - 2011, yaitu dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Kab.Wajo dalam Angka” berbagai tahun 
terbitan. 
2. Data laju inflasi kab. Wajo tahun 2006-2012, yaitu dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) dalam terbitan “Inflasi Kab. Wajo” berbagai tahun terbitan.  
3. Data tingkat kesempatan kerja kab. Wajo tahun 2006-2012, yaitu dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Kab.Wajo dalam Angka” berbagai tahun 
terbitan. 
4. Data pertumbuhan ekonomi kab. Wajo tahun 2006-2012, yaitu dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Kab.Wajo dalam Angka” berbagai tahun 
terbitan. 
5. Data pengeluaran pemerintah kab. Wajo tahun 2006-2012, yaitu dari Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 
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4.3  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode 
pengumpulan data sekunder adalah dengan studi pustaka dari berbagai literatur 
atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini dan berbagai sumber-
sumber lain yang berasal dari instansi-instansi terkait antara lain adalah kantor 
BPS Kabupaten Wajo, BPS Sulawesi Selatan, Bappeda dan BPKAD kabupaten 
Wajo. 
4.4 Metode Analisis 
Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan analisis 
model Regresi Berganda (Multiple Regression). Persamaan regresi berganda 
adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam 
analisa. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan 
untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan 
memiliki pengaruh. Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat, 
sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. 
Model ini memperlihatkan hubungan variabel bebas (independent variable) 
dengan variabel terikat (dependent variable), digunakan untuk melihat pengaruh 
antara inflasi, kesempatan kerja dan pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan di 
kab. Wajo. 
Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini 
serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk 
pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat melalui persamaan 
fungsi: 
 Y = f (X1, X2, X3, X4)  ………………………………………………….…… (3.1) 
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Fungsi di atas kemudian di estimasi ke dalam bentuk persamaan linier 
sebagai berikut: 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + µ ……………………………………(3.2) 
Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam 
persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model 
logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 
2005) adalah sebagai berikut: (a) Menghindari adanya heteroskedastisitas, (b) 
Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan (c) Mendekatkan skala 
data. 
Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk 
semilog linear (semi-log). Dimana semi-log mempynyai beberapa keuntungan di 
antaranya (1) koefisien-koefisien model semilog mempunyai interpretasi yang 
sederhana, (2) model semilog sering mengurangi masalah statistic umum yang 
dikenal sebagai heteroskedastisitas, (3) model semilog mudah dihitung. 
Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut: 
Y = β0 + β1 X 1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 Ln X4 + µ ..……………………….….. (3.3) 
Dimana: 
Y  : Tingkat kemiskinan dalam satuan persen 
X1 : Laju Inflasi dalam satuan persen 
X2 : kesempatan kerja dalam satuan persen 
X3 : pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen 
X4 : pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah 
β0 : Konstanta 
β1, β2, β3 : Parameter yang akan diestimasi 
μ  : Kesalahan Random 
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4.5 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik 
3.5.1 Deteksi Normalitas 
Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal 
atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2002). Ada beberapa metode untuk 
mengetahui normal atau tidak gangguan antara lain J-B test dan metode grafik. 
Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan 
menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai 2 (chisquared) 
tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji 
normalitas adalah: 
J–B hitung = [ S2/6 + [(k -3)/24]2 ] ……………............................................ (3.4) 
dimana: 
S = Skewness statistik 
K = Kurtosis 
Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa 
residual Ut terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya. 
3.5.2 Deteksi Multikolinearitas 
Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) 
yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang 
menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan 
dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas 
berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi pembedaan ini 
jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan 
kedua kasus tadi (Gujarati, 2003). Multikolinearitas dalam penelitian dideteksi 
dengan melihat matriks koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas. 
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Kaidah yang digunakan adalah apabila koefisien korelasi antara dua variabel 
bebas lebih besar dari 0,8 maka kolinearitas berganda merupakan masalah yang 
serius. Namun korelasi pasangan ini tidak memberikan informasi yang lebih 
dalam untuk hubungan yang rumit antara tiga atau lebih peubah. 
3.5.3 Deteksi Autokorelasi 
Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode 
tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain 
variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi 
antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, 
memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah 
parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak 
efisien. (Gujarati, 2003).  
Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan 
melakukan Uji Breusch-Godfrey Test atau Uji Langrange Multiplier (LM). Dari 
hasil uji LM apabila nilai Obs*R-squared lebih besar dari nilai 2 tabel dengan 
probability 2 < 5% menegaskan bahwa model mengandung masalah 
autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared lebih kecil 
dari nilai 2 tabel dengan probability 2< 5% menegaskan bahwa model terbebas  
dari masalah autokorelasi. Apabila data mengandung autokorelasi, data harus 
segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan 
masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu 
(Wing Wahyu Winarno, 2009). 
3.5.4 Deteksi Heteroskedastisitas 
Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian 
yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir 
OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati and Porter, 2003). Cara untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan Glejser heteroscedasticity-consistent standart errors and 
covariance yang tersedia dalam program Eviews 7. Uji ini diterapkan pada hasil 
regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk 
masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu 
diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*Rsquared, secara khusus adalah 
nilai probability dari 2 (chisquared) tabel. Dengan uji Glejser, jika nilai pada 2 
tabel lebih kecil dari 5% maka tidak heteroskedastisitas pada model. 
4.6 Pengujian Kriteria Statistik 
Gujarati (1995) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang 
digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari 
sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji 
statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis 
nol. Keputusan untuk mengolah Ho dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang 
diperoleh dari data yang ada.  
Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian 
koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien 
determinasi Goodness of fit test (R2). 
3.6.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel 
dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-
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variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Hipotesis yang digunakan : 
H0 = β1= β2= β3= β4 = β5 = β6 = β7 = 0 
H1: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 1995).  
Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut : 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.5) 
 
Dimana : 
R2 = koefisien determinasi 
K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta 
N = jumlah observasi 
Pada tingkat signifikasi 10 persen dengan kriteria pengujian yang 
digunakan sebagai berikut : 
1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel 
penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 
yang dijelaskan secara signifikan. 
2. H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel 
penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang 
dijelaskan secara signifikan. 
3.6.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat 
signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara 
individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan: 
1. H0 : β1 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel laju inflasi dengan tingkat 
kemiskinan. H1 : β1 > 0 ada pengaruh positif antara variabel laju inflasi 
dengan tingkat kemiskinan. 
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2. H0 : β2 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel kesempatan kerja dengan 
tingkat kemiskinan. H1 : β2 < 0 ada pengaruh negatif antara variabel 
kesempatan kerja dengan tingkat kemiskinan. 
3. H0 : β3 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi 
dengan tingkat kemiskinan. H1 : β3 < 0 ada pengaruh negatif antara variabel 
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. 
4. H0 : β4 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel pengeluaran pemerintah 
dengan tingkat kemiskinan. H1 : β4 < 0 ada pengaruh negatif antara variabel 
pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan. 
Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . (3.6) 
 
Dimana: 
βi = parameter yang diestimasi 
βi* = nilai βi pada hipotesis 
SE(βi) = standar error βi 
Pada tingkat signifikansi 10 persen dengan pengujian yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
a) Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, artinya salah satu variable independen 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
b) Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima, artinya salah satu variable 
independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
3.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2)  ada 
intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan 
variasi variabel terikat. Nilai (R2 ) adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil 
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(mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi 
adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 
model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 
adjusted (R2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien 
determinasi diperoleh dengan formula:  
    ............................................................ (3.7) 
 
dimana: 
y* = nilai y estimasi ; y  = nilai y aktual  
4.7  Rancangan Penelitian 
4.7.1 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian merupakan construct atau konsep yang dapat 
diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang 
nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua 
variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 
a. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan di 
Kab. Wajo pada tahun 2006-2012. 
b. Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah laju inflasi, tingkat 
kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 
pemerintah. 
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4.7.2 Definisi Operasional 
Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel 
penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini 
bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat 
dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu 
variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini definisi operasional yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat Kemiskinan (Y) 
Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk 
miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per 
bulan yaitu Rp 7.057,00 per orang per hari atau yang setara dengan 2100 
kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan 
makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan 
kesehatan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dari BPS 
kab. Wajo tahun 2006-2012 (dalam satuan persen). 
Tingkat	kemiskinan = jumlah	penduduk	miskinjumlah	penduduk 	x	100% 
2. Laju Inflasi (X1) 
Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dalam 
suatu periode tertentu. Sedangkan laju inflasi merupakan angka perubahan 
tingkat inflasi, yaitu tingkat inflasi tahun bersangkutan dikurang dengan tahun 
sebelumnya. Hasilnya dibagi dengan tingkat inflasi tahun sebelumnya. 
Laju	Inϐlasi = Inϐlasi	tahun	(t)− inϐlasi	tahun	(t− 1)
inϐlasi	tahun	(t) 	x	100% 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju inflasi umum kab. 
Wajo tahun 2006-2012 (dalam satuan persen). 
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3. Tingkat Kesempatan Kerja (X2) 
Tingkat Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja 
dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan penyerapan 
tenaga kerja dilihat dari banyaknya angkatan kerja yang bekerja sehingga 
tingkat kesempatan kerja dapat dihitung melalui persamaan: 
Tingkat	Kesempatan	Kerja = jumlah	orang	yang	bekerjajumlah	angkatan	kerja 	x	100% 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat 
kesempatan kerja kab. Wajo tahun 2006-2012 (dalam satuan persen). 
4. Pertumbuhan Ekonomi (X3) 
Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output atau pertambahan 
pendapatan daerah agregatif dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sektor 
produksi atas dasar harga konstan tahun 2000.  Pertumbuhan	Ekonomi = ୔ୈୖ୆	(୲)ି	୔ୈୖ୆	(୲ିଵ)
୔ୈୖ୆	(୲ିଵ) 	x 100% 
Data  yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi tahun 2006-
2012 atas (dalam satuan persen). 
5. Pengeluaran Pemerintah (X4) 
Pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan adalah anggaran yang 
dikeluarkan pemerintah dari APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan 
beberapa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, misalnya: 
pemberian subsidi pupuk dan bibit serta pemberian kredit modal usaha. 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data alokasi belanja 
pemerintah kab. Wajo tahun 2006-2012 (dalam satuan milyar rupiah). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Kabupaten Wajo terletak pada posisi 3039’ - 4016’ lintang selatan dan 
119053’-120027’ bujur timur, merupakan daerah yang terletak di tengah -
tengah propinsi Sulawesi Selatan dan pada zone tengah yang merupakan 
suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir 
merupakan selat. Batas wilayah kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:  
- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang  
- Sebelah Timur  : Teluk Bone  
- Sebelah Selatan  : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng  
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap  
Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km2 atau 4,01% dari luas propinsi 
Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 
87.975 ha (35,10%) dan lahan kering 162.644 ha (64,90%). Sampai dengan akhir 
tahun 2012 wilayah kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitunya tetap 
terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan. Selanjutnya dari keempat belas wilayah 
kecamatan tersebut, wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih 
kecil yang disebut desa atau kelurahan. Tetap sama dengan kondisi pada tahun 
2008, wilayah Kabupaten Wajo terbentuk dari 48 wilayah yang berstatus 
kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Jadi secara keseluruhan, 
wilayah kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan.  
Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber 
daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu 
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relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk 
menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.  
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo per Kecamatan 
Tahun 2008-2012 
Kecamatan 2006 2007 2008 2009 2010 
Sabbangparu 25.318 25.702 25.737 25.725 25.834 
Tempe 54.689 55.039 55.598 56.486 61.121 
Pammana 30.949 31.172 31.266 31.252 31.276 
Bola 20.272 19.412 19.496 19.309 19.384 
Takkalalla 20.060 19.757 20.030 20.304 20.640 
Sajoanging 19.444 19.157 19.280 19.339 18.807 
Penrang 15.839 15.223 15.430 15.489 15.705 
Majauleng 32.261 31.125 31.535 31.708 31.329 
Tanasitolo 36.946 39.742 40.121 40.201 39.271 
Belawa 30.502 30.896 31.001 31.235 31.985 
Maniangpajo 14.091 15.763 15.817 15.846 15.966 
Gilireng 11.347 11.074 11.321 11.339 11.043 
Keera 20.437 21.356 21.536 21.795 21.734 
Pitumpanua 41.783 41.766 42.353 42.422 41.978 
Jumlah 370.093 373.938 377.184 382.450 386.073 
 
Sumber: BPS Kab. Wajo 
Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wajo yang 
terbagi atas 14 kecamatan. Dari tahun ke tahun kecamatan Tempe 
memperlihatkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, itu membuat 
kecamatan Tempe menduduki peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak. 
Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah kecamatan Pitumpanua dan 
ketiga adalah kecamatan Tanasitolo. 
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Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan 
Pekerjaan Utama di Kabupaten Wajo Tahun 2008-2012 
Lapangan Usaha 
Tahun 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pertanian 55,94% 55,54% 61,38% 50,22% 49,19% 
Industri 9,87% 11,90% 12,51% 13,84% 11,11% 
Perdagangan 17,75% 18,13% 10,60% 18,06% 18,78% 
Jasa 8,59% 7,64% 10,16% 11,42% 10,77% 
Lainnya 7,85% 6,79% 5,34% 6,45% 10,15% 
 
Sumber : Sakernas, 2012 
Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam 
menyerap tenaga kerja di kabupaten Wajo. Hal ini mencerminkan masih 
tergantungnya perekonomian masyarakat pada sektor tersebut. Pada tahun 2008 
sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 55,94 persen, kemudian tahun 
2009 turun menjadi 55,54 persen, sedangkan pada tahun 2010 meningkat 
menjadi 61,38 persen. Dan tahun 2011 menurun lagi menjadi 50,22 persen. 
begitu pula dengan sektor Industri , perdagangan, jasa dan lainnya dari tahun 
2008 – 2012 perkembangannya berfluktuasi dari tahun ke tahun. 
4.2  Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wajo  
Dalam arti luas. Chambers  mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 
intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (proper), 
(2)ketidakberdayaan (powerless), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat 
(state of emergency), (4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan 
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(isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Chriswardani Suryawati, 
2005). 
Pemerintah kab. Wajo menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus 
utama mereka untuk dituntaskan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 
dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan 
akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan 
dasar, dan pelayanan akses perumahan dan pemukiman. 
Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di 
kabupaten Wajo periode 2006-2012. 
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat 
Kemiskinan di Kab. Wajo Periode 2006-2012 
TAHUN Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 
Jumlah Penduduk 
Miskin 
(jiwa) 
Tingkat 
Kemiskinan (%) 
2006 370.093 42.818 11,57 
2007 373.938 42.480 11,36 
2008 377.184 38.321 10,16 
2009 382.450 33.771 8,83 
2010 386.073 34.501 8,96 
2011 388.173 31.405 8,09 
2012 392.651 32.197 8,20 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik  
Proporsi tingkat kemiskinan diperoleh dengan cara membagi jumlah 
penduduk miskin dengan jumlah penduduk dan dinyatakan dalam persentase. 
Tingkat kemiskinan di kabupaten Wajo selama periode 2006-2012 mengalami 
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penurunan yang signifikan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 
43.261 jiwa atau 11,57 persen dari jumlah penduduk di kab. Wajo. Tiga tahun 
berikutnya mengalami kecenderungan menurun pada persentase tingkat 
kemiskinan yaitu masing-masing 11,36 persen, 10,16 persen, dan 8,83 persen. 
Pada tahun 2010 sedikit mengalami kenaikan menjadi 8,96 persen dengan 
jumlah penduduk miskin sebanyak 34.501 jiwa dan turun pada tahun 2011 
menjadi 8,09 persen atau sebanyak 31.405 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah 
penduduk miskin sebanyak 32.197 jiwa atau 8,2 persen dari total penduduk di 
kabupaten Wajo. 
4.2.2 Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Wajo  
Salah satu gambaran tentang stabilitas perekonomian suatu negara atau 
daerah adalah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen 
(laju Inflasi) di daerah yang bersangkutan. Dalam iklim otonomi, pemerintah 
daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur kebijakan regional yang 
bersangkutan, termasuk kebijakan dalam bidang ekonomi sesuai potensi dan 
perkembangan ekonomi di wilayahnya (Bappeda Wajo, 2012). 
Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat 
memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa 
yang dikomsumsi masyarakat. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak 
langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai 
asset dan kewajiban serta nilai kontrak/ transaksi bisnis. Inflasi juga merupakan 
indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil, juga terkait 
dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah 
dengan voluta asing, dengan parameter ekonomi makro lainnya (Bappeda Wajo, 
2012). 
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Tingkat inflasi yang tinggi menunjukan terjadinya kenaikan harga rata-rata 
barang/jasa kebutuhan konsumen yang cukup tinggi, yang berarti kemampuan 
(daya beli) uang untuk memperoleh barang/jasa menurun, atau dengan kata lain 
bahwa nilai riil mata uang menurun. Dalam kondisi seperti ini di samping 
turunnya daya beli masyarakat penerima upah tetap dan buruh kecil, juga 
berdampak negatif terhadap prospek penanam modal/investor.  
Grafik 4.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kab. Wajo tahun 2006-2012 
 
Sumber: BPS Sul-Sel 
Pada grafik 4.1. menunjukkan laju inflasi yang paling tinggi sebesar 6,87 
persen pada tahun 2009. Pergerakan inflasi di kab. Wajo fluktuatif tahun 2009, 
sangat dipengaruhi oleh laju inflasi pada bahan makanan dan komponen barang-
barang yang harganya ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2006 laju inflasi 
sebesar 5,11 persen dan turun ke 4,29 persen pada tahun 2007. Tahun 2008 laju 
inflasi kembali turun menjadi 3,52 persen dan mengalamai kenaikan drastis pada 
tahun 2009 hingga 6,87 persen. Laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 
2010 hingga mencapai 4,09 persen dan kembali turun 3,43 persen pada tahun 
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2011. Pada tahun 2012 laju inflasi sedikit mengalami kenaikan dan mencapai 
angka 3,52 persen. 
Selama tujuh tahun terakhir, yang paling besar kontribusinya dalam 
kenaikan inflasi umum adalah kelompok bahan makanan. Tiap tahunnya 
mencapai angka lebih dari 3% sehingga inflasi pada kelompok bahan makanan 
yang tertinggi kontribusinya. Terakhir pada tahun 2012 inflasi pada bahan 
makanan sebesar 3,52%. Berikut ini adalah grafik laju inflasi umum di kabupaten 
Wajo periode 2006-2012. 
4.2.3 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Wajo  
Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting dalam 
pembangunan ekonomi. Dengan menitikberatkan pada perluasan kesempatan 
kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah 
perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada pembukaan/perluasan 
kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi 
seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin (Bappeda Wajo, 2012). 
Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat 
dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi,dan 
keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan besarnya 
penduduk yang masuk dalam pasar kerja (Bappeda Wajo, 2012) 
Berikut ini adalah grafik tingkat kesempatan kerja di kabupaten Wajo periode 
2006-2012. 
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Grafik 4.2 Tingkat Kesempatan Kerja Kab. Wajo tahun 2006-2012 
 
Sumber : Bappeda Kab. Wajo, 2012 
Pada grafik 4.2. menunjukkan tingkat kesempatan kerja di kab. Wajo. Angka 
yang ditunjukkan memberikan gambaran yang baik terhadap penyerapan tenaga 
kerja di kab. Wajo. Ini juga menggambarkan tingkat pengangguran yang sangat 
rendah selama kurun waktu 2006-2012. Pada tahun 2006  tingkat kesempatan 
kerja sebesar 92,20 persen dan mengalami sedikit penurunan hingga 91,97 
persen pada tahun 2007. Tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan 
yang signifikan pada tahun berikut nya masing-masing 93,88 persen, 94,21 
persen dan 95,21 persen hingga tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali turun 
hingga mencapai 92,55 persen dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi 
pada tahun 2012 sebesar 96,87 persen. 
4.2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo 
Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah pada 
suatu waktu tertentu dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian 
bahwa semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kesejahteraannya akan 
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semakin meningkat juga. Meskipun dalam kondisi ini masih perlu mendapat 
kajian yang lebih mendalam lagi. Seperti bagaimana tingkat pemerataan 
pendapatan penduduk selama ini terbatas pada struktur perekonomian suatu 
daerah dapat diamati dari angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun 
atas dasar harga konstan. 
Grafik 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Wajo Atas Dasar Harga Konstan 
Tahun 2000 Periode 2006-2012 
 
Sumber : BPS Sul-Sel 
Pada grafik 4.3 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi 
mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66% 
dan naik menjadi 5,87% pada tahun 2007 dan 7,40 % 2008. Pada tahun 2009 
naik menjadi 7,91% dan turun ke 5,71% pada tahun 2010. Kenaikan drastis 
terjadi pada tahun 2011 hingga mencapai angka 10,93%. Kemudian turun hingga 
8,99% pada tahun 2012. 
4.2.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Wajo 
Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerinyah kabupaten 
Wajo dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBD. Pengeluaran 
pemerintah melalui anggaran yang dikeluarkan dalam pengentasan kemiskinan 
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diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan tingkat 
pendidikan, kesehatan, pelayanan perumahan, subsidi, dll. Besarnya total 
anggaran APBD yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dapat 
dilihat pada tabel 4.4. 
Grafik 4.4 Pengeluaran Pemerintah Kab. Wajo dalam Pengentasan 
Kemiskinan Tahun 2006-2012 
 
Sumber: Bappeda Kab. Wajo 
Pada tahun 2007 pengeluaran pemerintah dalam penanggulangan 
kemiskinan sebesar 47,967 milyar rupiah. Kemudian mengalami penurunan pada 
dua tahun berikutnya masing-masing  68,743 milyar rupiah pada tahun 2007 dan 
53,34 milyar rupiah pada tahun 2008. Pada tahun 2009 anggaran pengentasan 
kemiskinan sebesar 76,874 milyar rupiah. Selanjutnya mengalami peningkatan 
pada tahun 2010 yaitu 124,93 milyar dan turun ke 92,476 milyar pada tahun 
2011. Pada tahun 2012 anggaran yang dikeluarkan mengalami penurunan yang 
drastis hingga menjadi 42,554 milyar rupiah. 
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4.3 Analisis Data 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif mengunakan pemodelan 
regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan 
hubungan dan pengaruh variable-variabel independen terhadap variable 
dependen. Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2006-
2012 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Perhitungan data dalam 
penelitian ini menggunakan program EViews 7.0 yang membantu dalam 
pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta pengujian 
hipotesis secara parsial maupun bersama-sama. 
4.3.1 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 
4.3.1.1 Uji Normalitas 
Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa residual Ut terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya. 
J–B hitung = [ S2/6 + [(k -3)/24]2 ] ……………............................................ (3.4) 
dimana: 
S = Skewness  
K = Kurtosis 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 
Skewness (S) 0,9027 
Kurtosis (K) 3,0174 
Jarque-Bera (J-B) tabel 0,9508 
Jarque-Bera (J-B) hitung 0,1358 
 
Sumber: Data Hasil Olahan Eviews 7.0 
Pada tabel 4.2 diperoleh nilai J-B tabel yaitu sebesar 0,9508. Adapun nilai 
untuk Skewness (S) yaitu 0,9027 dan untuk Kurtosis (K) yaitu 3,0174. Maka nilai 
S dan K diinput ke persamaan 3.4 dan diperoleh nilai J-B hitung yaitu 0,1358. 
Maka J-B hitung < J-B tabel, sehingga variabel bebas dan terikat terdistribusi 
normal. 
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas 
Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel 
independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel  independen 
yang lain. Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan EViews 7.0 
dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas (Correlation 
Matrix).  
Tabel 4.5 Correlation Matrix X1, X2, X3 dan X4 
 ࢄ૚ ࢄ૛ ࢄ૜ ࢄ૝ 
ࢄ૚ 1,0000 -0,0529 -0,2002 0,3368 
ࢄ૛ -0,0529 1,0000 0,1070 -0,5528 
ࢄ૜ -0,2002 0,1070 1,0000 -0,4197 
ࢄ૝ 0,3368 -0,5528 -0,4197 1,0000 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
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Dimana: 
X1  = Laju Inflasi 
X2 = Tingkat Kesempatan Kerja 
X3 = Pertumbuhan Ekonomi 
X4 = Pengeluaran Pemerintah 
Hubungan multikolinearitas terjadi apabila koefisien korelasi antara dua 
variabel bebas lebih besar dari 0,8. Pada tabel 4.2 Corelation Matrix 
menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi antar variabel tidak lebih besar 
dari 0,8 maka tidak terdapat multikolinearitas.  
4.3.1.3 Uji Autokorelasi 
Uji aoutokorelasi digunakan untuk melihat adanya autokorelasi antara 
variabel bebas yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk menguji ada tidaknya 
autokorelasi yaitu dengan melakukan Uji Breusch-Godfrey Test atau Uji 
Langrange Multiplier (LM) dengan syarat nilai Chi-Square lebih kecil dari 5% atau 
0,05. Jika nilai Obs*R-squared > nilai Chi-Square, maka terdapat autokorelasi. 
Sebaliknya, jika nilai Obs*R-squared < nilai Chi-Square. maka tidak ada 
autokorelasi.  
Tabel 4.6 Hasil Uji Langrange Multiplier (LM) 
࡮࢘ࢋ࢛࢙ࢉࢎ − ࡳ࢕ࢊࢌ࢘ࢋ࢟	ࡿࢋ࢘࢏ࢇ࢒	࡯࢕࢘࢘ࢋ࢒ࢇ࢚࢏࢕࢔	ࡸࡹ	ࢀࢋ࢙࢚ 
F-statistic 0,1095 Prob. F(1,1) 0,7695 
Obs*R-squared  0,6911 Prob. Chi-Square(1) 0,4058 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
Pada tabel 4.3 hasil uji LM menunjukkan nilai Obs*R-squared (0,6911) lebih 
besar dari nilai Chi-Square (0,4058) sehingga model tersebut terdapat 
autokorelasi. 
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4.3.1.4  Uji Heteroskedastisitas 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan menggunakan Glejser heteroscedasticity-consistent standart 
errors and covariance yang tersedia dalam program Eviews 7.0. Uji ini diterapkan 
pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS 
untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu 
diperhatikan dari uji ini adalah nilai Obs*Rsquared dan 2 (chisquared)  , secara 
khusus adalah dengan uji Glejser nilai probability dari 2 (chisquared) tabel. Jika 
nilai 2 tabel < 5%, maka model tidak heteroskedastisitas. 
Tabel 4.7 Hasil Glejser Test    
ࡴࢋ࢚ࢋ࢘࢕࢙࢑ࢋࢊࢇ࢙࢚࢏ࢉ࢏࢚࢟	ࢀࢋ࢙࢚	ࡳ࢒ࢋ࢐࢙ࢋ࢘ 
F-statisic 0,4338 Prob. F(4,1) 0,7842 
Obs*R-squared  3,2519 Prob. Chi-Square(4) 0,5166 
Scaled explained SS 1,0447 Prob. Chi-Square(4) 0,9029 
 
 Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai chi-squared (0,5166) lebih besar dari 
0,05 (2>5%), maka tidak heterokedastisitas. 
4.3.2 Hasil Uji Statistik 
4.3.2.1 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F) 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:  
Ho diterima (F-hitung < F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-
sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H1 diterima (F-
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hitung > F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
nyata terhadap variabel dependen.  
Pengaruh laju inflasi ( ଵܺ), tingkat kesempatan kerja (ܺଶ), pertumbuhan 
ekonomi (X3) dan pengeluaran pemerintah (X4) terhadap tingkat kemiskinan (ܻ) 
di kabupaten Wajo. Dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α=0,10) degree 
of freedom (df1 = k-1 = 5-1 = 4) dan (df2 = n-k = 7-5 = 2) diperoleh F-tabel 
sebesar 9,24.  
Tabel 4.8 Hasil Uji F 
K 5 
N 7 
R-squared 0,9562 
F-hitung 10,9156 
F-tabel 9,24 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
Selanjutnya adalah mencari F-hitung yaitu dengan memasukkan R2 = 
0,9668, k = 5 dan N = 7 ke persamaan 3.5 sehingga didapatkan hasil F-hitung 
sebesar 10,9156.  
Hasil yang diperoleh adalah F-hitung (10,9156) > F-tabel (9,24). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 90%, Ho ditolak dan H1 diterima 
yaitu variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  
4.3.2.2 Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t) 
Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
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Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara 
signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik lebih > 
nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih 
kecil dari nilai alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. 
Tabel 4.9 Hasil Uji T 
Variabel t-statistik t-tabel Probabilitas Kesimpulan 
ࢄ૚ 0.684271 1,8865 0.5645 Tidak signifikan 
ࢄ૛ 5.662416 1,8865 0.0298 Signifikan 
ࢄ૜ 3.936656 1,8865 0.0589 Signifikan 
ࢄ૝ 3.213058 1,8865 0.0847 Signifikan 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
 Dari tabel 4.9 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Wajo dengan 
menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10) degree of freedom (df= n-k=7-5=2) 
diperoleh t-tabel sebesar 1,8865. Secara individu tingkat kesempatan kerja (ܺ2), 
pertumbuhan ekonomi (ܺ3)  dan pengeluaran pemerintah (ܺ4) signifikan dan 
berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Sedangkan laju inflasi (X1),  tidak 
signifikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Y). 
4.3.2.3 Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen.  
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Dari hasil regresi pengaruh variabel laju inflasi (X1), tingkat kesempatan 
kerja (ܺ2), pertumbuhan ekonomi (ܺ3) dan pengeluaran pemerintah (ܺ4) 
terhadap tingkat kemiskinan (Y) di kab. Wajo diperoleh R2 dengan nilai sebesar 
0.9562 (lihat pada gambar 4.2) atau sebesar 95,62%. Adapun sisanya variasi 
variabel yang lain dijelaskan di luar model sebesar 4,38%.  
4.3.3 Interpretasi Model 
Untuk mengetahui pengaruh laju inflasi, tingkat kesempatan kerja, 
pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 
maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan 
program EViews 7.0  pada tabel 4.10. 
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Regresi 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Intercept 
C 128.4902 25.5383 5.031264 0.0373 
Inflation rate 
(X1) 0.186743 0.27290 0.684271 0.5645 
Employment rate 
(X2) -0.627274 0.11077 -5.662416 0.0298 
Economic growth 
(X3) -0.365561 0.09286 -3.936656 0.0589 
Government Expenditure 
(X4) -2.357194 0.73362 -3.213058 0.0847 
 
R-squared 0.956199 Mean dependent var 9.59571 
Adjusted R-squared 0.868598 S.D. dependent var 1.44537 
S.E. of regression 0.523939 Akaike info criterion 1.72092 
Sum squared resid 0.549024 Schwarz criterion 1.68229 
Log likelihood -1.023235 Hannan-Quinn criter. 1.24339 
F-statistic 10.91533 Durbin-Watson stat 1.35188 
Prob(F-statistic) 0.085683  
 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
Persamaan linear regresi berganda antara laju inflasi (X1), tingkat 
kesempatan kerja (X2), pertumbuhan ekonomi (X3) dan pengeluaran pemerintah 
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(X4) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten Wajo periode 2006-2012 
adalah: 
Y = β0 + β1 X 1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 Ln X4 + µ ..………………..……….…... (3.3) 
Y = 128,490 + 0.1867 X1 – 0.627 X2 – 0.366 X3  – 2.357 Ln X4 + µi ......   (4.1) 
4.3.4 Pembahasan 
Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat 
pengaruh variabel independent yaitu pengaruh laju inflasi (X1), tingkat 
kesempatan kerja (X2), pertumbuhan ekonomi (X3) dan pengeluaran pemerintah 
(X4) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten Wajo periode 2006-2012 
adalah sebagai berikut: 
4.3.4.1 Pengaruh Laju Inflasi (X1) 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa laju inflasi  di kabupaten Wajo 
pada tahun 2006-2012 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Wajo. Hal ini terlihat pada tabel 4.5 yang menunjukkan 
nilai t-statistik (0,6842) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,8865) atau nilai 
probabilitasnya lebih dari 10% (0,10) yaitu 0,5645. 
 Sebagaimana telah diketahui, bahwa terjadinya inflasi yang ditandai 
dengan naiknya harga barang secara umum akan mengurangi konsumsi 
seseorang jika pendapatan tetap namun di kabupaten Wajo meskipun laju inflasi 
yang terjadi dalam periode 2006-2012 tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di 
kabupaten Wajo. Berdasarkan data diketahui sebagian besar masyarakat bekerja 
sebagai petani dan inflasi yang terbesar terjadi pada harga bahan makanan. 
Sehingga petani yang merupakan produsen bahan baku makanan tidak akan 
merasakan dampak dari inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan 
makanan. Laju inflasi yang cenderung naik turun dan tidak konsisten sehingga 
terjadinya peningkatan harga pada barang umum tidak akan mempengaruhi 
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konsumsi masyarakat di kabupaten Wajo dikarenakan variabel lain seperti 
pendapatan real seseorang juga meningkat. Hal ini ditandai dengan makin 
meningkatnya jumlah orang yang bekerja sementara pengangguran makin 
berkurang. 
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Imelia yang meneliti tentang 
pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di propinsi Jambi menemukan bahwa  
selama periode 1993-2007 variabel laju inflasi ternyata tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel kemiskinan di propinsi Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh 
nilai t hitung sebesar 1,725 < t tabel pada taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 yaitu 
sebesar 2,145 (uji dua sisi). Sehingga hipotesis yang diajukan adalah tidak benar 
dan tidak terbukti. 
Hal ini tidak sesuai dengan yang beberapa teori inflasi seperti teori 
Keynes dan teori Strukturalis bahwa inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga 
akan mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat jika pendapatan tetap dan 
seperti yang dikemukakan Phutong (Nurfitri Yanti, 2011), apabila harga-harga 
naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan 
naik.  
Maka dari itu berdasarkan hipotesis, H0;β1 = 0 (tidak ada pengaruh laju 
inflasi terhadap tingkat kemiskinan) diterima dan H1; β1 > 0 (ada pengaruh positif 
laju inflasi terhadap tingkat kemiskinan) ditolak. 
4.3.4.2 Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja (X2) 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja secara 
signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Wajo 
pada tahun 2006-2012. Hal ini terlihat pada tabel 4.5 yang menunjukkan nilai 
probabilitasnya kurang dari 10% yaitu 0,0298. Koefisien regresi tingkat 
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kesempatan kerja menunjukkan angka -0,6273. Artinya, tiap kenaikan 1% pada  
tingkat kesempatan kerja akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan 
sebesar 0,6273%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan 1% tingkat kesempatan 
kerja, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,6273%. 
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Latif Adam yang meneliti 
tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap 
kemiskinan di Indonesia Jambi menemukan bahwa  selama periode 1991-2008 
variabel kesempatan kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap 
variabel kemiskinan di propinsi Jambi.  
Hal ini sesuai dengan yang beberapa teori ketenagakerjaan seperti teori 
Adam Smith dengan mekanisme pasar yang mengatakan bahwa tenaga kerja 
merupakan sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. 
Keynes mengatakan bahwa dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau 
menganggur tidak memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi 
terciptanya kemiskinan. Maka, dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi 
maka akan memberikan gambaran bahwa banyaknya orang yang bekerja dalam 
suatu daerah dan mengurangi angka pengangguran sehingga mengurangi 
tingkat kemiskinan di suatu  daerah (Lincolin Arsyad, 1999). 
Maka dari itu berdasarkan hipotesis, H0;β1 = 0 (tidak ada pengaruh 
tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan) ditolak dan H1; β1 < 0 
(ada pengaruh negatif tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan) 
diterima. 
4.3.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X3) 
Dari hasil regresi menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan 
berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Wajo pada tahun 
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2006-2012. Hal ini terlihat pada tabel 4.5 yang menunjukkan nilai probabilitasnya 
sebesar 0,0589 (kurang dari 10%). Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan angka -0,3656. Artinya, tiap kenaikan 1% pada  pertumbuhan 
ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,3656%. 
Sebaliknya, jika terjadi penurunan 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan 
menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,3656%. 
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Latif Adam yang meneliti 
tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap 
kemiskinan di Indonesia Jambi menemukan bahwa  selama periode 1991-2008 
variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan negatif 
terhadap variabel kemiskinan di propinsi Jambi.  
Hal ini sesuai dengan teori Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi dan 
kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi diakan menyebabkan PDB per kapita ikut meningkat dan pada tahap 
awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada 
saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 
berkurang (Tambunan, 2001). 
Maka dari itu berdasarkan hipotesis, H0;β1 = 0 (tidak ada pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan) ditolak dan H1; β1 < 0 (ada 
pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan) diterima. 
4.3.4.4 Pengeluaran Pemerintah (X4) 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara 
signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Wajo 
pada tahun 2006-2012. Hal ini terlihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan nilai 
probabilitasnya kurang dari 10% yaitu sebesar 0,0847. Koefisien regresi 
pengeluaran pemerintah menunjukkan angka -2,3572. Artinya, tiap kenaikan 1% 
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pada  pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan tingkat 
kemiskinan sebesar 2,3572%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan 1% tingkat 
pengeluaran pemerintah, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan 
sebesar 2,3572%.. 
Sebagaimana  penelitian yang terkait dengan peningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana pemerintah dalam upaya 
pengentasan kemiskinan yang Yani Mulyaningsih (2008). (2008). Hasilnya 
adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
kemiskinan. Maka dari itu berdasarkan hipotesis, H0;β1 = 0 (tidak ada pengaruh 
pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan) ditolak dan H1; β1 < 0 
(ada pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan) 
diterima. 
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BAB  V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
- Laju inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 
kabupaten Wajo selama tahun 2006-2012. 
- Tingkat kesempatan kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
tingkat kemisknan di kabupaten Wajo selama tahun 2006-2012. 
- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat 
kemisknan di kabupaten Wajo selama tahun 2006-2012. 
- Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat 
kemisknan di kabupaten Wajo selama tahun 2006-2012. 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Untuk menekan tingkat kemiskinan di kab. Wajo disarankan bagi pemerintah 
daerah agar dapat menjaga konsistensi peningkatan kesempatan kerja dan 
pertumbuhan ekonomi di kab. Wajo. 
2) Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten Wajo diharapkan lebih 
meningkatkan dan mengefisienkan anggaran pengeluarannya, khususnya 
pengeluaran untuk pengentasan masalah kemiskinan dan memprioritaskan 
pembangunan dari segi infrastruktur secara lebih merata ke tiap 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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3) Pemerintah daerah kab. Wajo diharapakan mampu melihat sektor mana saja 
yang memerlukan perhatian lebih besar dalam hal mengurangi tingkat 
kemiskinan untuk mensejahterahkan masyarakat. 
4) Untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, 
diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan data time series dengan 
model yang sama namun perlu dilihat pula variabel-variabel lain yang 
dianggap mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. 
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LAMPIRAN 1 
DATA VARIABEL REGRESI 
TAHUN 
TINGKAT 
KEMISKINAN (Y) 
(%) 
LAJU 
INFLASI (X1) 
(%) 
TINGKAT 
KESEMPATAN 
KERJA (X2) 
(%) 
PERTUMBUHAN 
EKONOMI (X3) 
(%) 
PENGELUARAN 
PEMERINTAH (X4) 
(Rp) 
Ln X4 
(%) 
2006 11,57  4,11  89,52  5,66 47.967.832,148 25,107 
2007 11,36  4,29  91,97  5,87 68.743.143.269 24,699 
2008 10,16  3,52  93,88  7,40 53.342.196.554 24,594 
2009 8,83  5,87  94,21  7,91 76.874.667.876 24,953 
2010 8,96 4,09  95,21  2,95 124.930.627.433 25,201 
2011 8,09 3,43  92,55  10,93 92.476.565.217 25.001 
2012 8,20 3,52  96,87  8,99  42.554.617.912 24,000 
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LAMPIRAN 2 
HASIL ESTIMASI REGRESI 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Intercept (C) 128.4902 25.5383 5.031264 0.0373 
Inflation rate (X1) 0.186743 0.27290 0.684271 0.5645 
Employment rate (X2) -0.627274 0.11077 -5.662416 0.0298 
Economic growth (X3) -0.365561 0.09286 -3.936656 0.0589 
Government Expenditure (X4) -2.357194 0.73362 -3.213058 0.0847 
 
R-squared 0.956199 Mean dependent var 9.59571 
Adjusted R-squared 0.868598 S.D. dependent var 1.44537 
S.E. of regression 0.523939 Akaike info criterion 1.72092 
Sum squared resid 0.549024 Schwarz criterion 1.68229 
Log likelihood -1.023235 Hannan-Quinn criter. 1.24339 
F-statistic 10.91533 Durbin-Watson stat 1.35188 
Prob(F-statistic) 0.085683  
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LAMPIRAN 3 
UJI NORMALITAS 
 
 
Skewness (S) 0,9027 
Kurtosis (K) 3,0174 
Jarque-Bera (J-B) tabel 0,9508 
Jarque-Bera (J-B) hitung 0,1358 
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LAMPIRAN 4 
DETEKSI MULTIKOLINEARITAS 
CORRELATIONS MATRIX 
 ࢄ૚ ࢄ૛ ࢄ૜ ࢄ૝ 
ࢄ૚ 1,0000 -0,0529 -0,2002 0,3368 
ࢄ૛ -0,0529 1,0000 0,1070 -0,5528 
ࢄ૜ -0,2002 0,1070 1,0000 -0,4197 
ࢄ૝ 0,3368 -0,5528 -0,4197 1,0000 
 
DETEKSI AUTOKORELASI 
HASIL UJI LANGRANGE MULTIPLIER (LM) 
࡮࢘ࢋ࢛࢙ࢉࢎ − ࡳ࢕ࢊࢌ࢘ࢋ࢟	ࡿࢋ࢘࢏ࢇ࢒	࡯࢕࢘࢘ࢋ࢒ࢇ࢚࢏࢕࢔	ࡸࡹ	ࢀࢋ࢙࢚ 
F-statistic 0,1095 Prob. F(1,1) 0,7695 
Obs*R-squared  0,6911 Prob. Chi-Square(1) 0,4058 
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LAMPIRAN 5 
DETEKSI HETEROSKEDASKISITAS 
HASIL UJI GLESER TEST 
ࡴࢋ࢚ࢋ࢘࢕࢙࢑ࢋࢊࢇ࢙࢚࢏ࢉ࢏࢚࢟	ࢀࢋ࢙࢚	ࡳ࢒ࢋ࢐࢙ࢋ࢘ 
F-statisic 0,4338 Prob. F(4,1) 0,7842 
Obs*R-squared  3,2519 Prob. Chi-Square(4) 0,5166 
Scaled explained SS 1,0447 Prob. Chi-Square(4) 0,9029 
 
UJI F 
α = 10 % 
K 5 
N 7 
R-squared 0,9562 
F-hitung 10,9156 
F-tabel 9,24 
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LAMPIRAN 6 
 
UJI T 
α = 10 % 
Variabel t-statistik t-tabel Probabilitas Kesimpulan 
ࢄ૚ 0.684271 1,8865 0.5645 Tidak signifikan 
ࢄ૛ 5.662416 1,8865 0.0298 Signifikan 
ࢄ૜ 3.936656 1,8865 0.0589 Signifikan 
ࢄ૝ 3.213058 1,8865 0.0847 Signifikan 
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LAMPIRAN 7 
TABEL F 
α = 10 % 
 
84 
 
LAMPIRAN 8 
TABEL T 
α = 10 % 
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